PENETAP
: AN
NOMOR: 24/G72018/P Ty kp

il KEA DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YaNG MAHA ESA

pengad"a" Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus

nmenyekasaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
P : ;
 acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam

deﬂg
ngketa antara S ——————— e ————

TK()NAWE PUTRA PROPERTINDO, berkedudukan di JI. Syech Yusuf
4

No.18, RT 004/003 Kel. Korumba, Kec Mandonga, Kota
Kendari — Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas No. 133, tanggal 27 September 2013
yang di buat oleh Notaris Fenty Abidin, SH, sebagaimana
terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 10,
tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Fenty
Abidin, SH, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
09839.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, dalam hal ini

diwakili olen CHEN CHAOHONG, kewarganegaraan

Republik Rakyat China, tempat tinggal Gedung Perwata

Tower Lantai 10 BC. JI.Pluit Selatan Raya Kel.Penjaringan,

Kec.Penjaringan - Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur PT

er
Konawe Putra Propertindo, berdasarkan keterangan Manag
j al 12
On Duty Kementerian Ketenagakejaan Rl tertangg

a tersebut dalam Proses Perpanjangan

September 2018, nam |
ia Asing),
RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Ker)

a; -

berkedudukan di [ndonesi

man 1dari 8
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i
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Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1 DJOKSAN AL donesia
: |

DAHLAN, SH, 2. AND| ARIFIN., SH., MH 3. AHMAD
MUHTAR, SH, 4. SUHONO, sH, 5. BASIS EFENDI, SE., SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum DJOKSAN ALl DAHLAN &

REKAN, vyang beralamat di Bekasi Timur Regency,

Corundum C1 No.36, Kota Bekasi — Jawa Barat, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN:

NAWE, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue No.1 Unaaha,

paTl KO | |
: Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: "

I
SAIFUL BAHRI SIREGAR., S.H., M.H Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Konawe, peralamat di jalan Perkantoran
€

N (o} ) u

khusus Nomor: SK-180/574/2018, tanggal 14 Agustus
kuasa :

180/739/2018, tanggal 5 Ok

mberikan Kuasa Subtitusi

tOber 2018, ===
2018 dan Nomor:

Selanjutnya kuasa Tergugat me

.Si;
1. Dr. MUHAMMAD AMIR., SH.M

2 RISWANA, sH;
3. ARIEFULLOH, SH;

4. FITRIANI HASAN, SH:

S.H;
5 BAGUS ADI PRADITA,

2dari 8

i Halaman
TUN.Kdi Ha
. 74/G/2018/P
n No: 24/
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ndonesia

Semuanya Jabatan sebagai Jaksa Pengacara ’Negar
a,

beralamat di Jalan Perkantoran Nomor: 808 Unaaha,
Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor: SK-1534/R.3.14/Gs/08/2018, tanggal 14 Agustus
2018 dan Nomor: SK-1831/R.3.14/Gs/10/2018, tanggal 8

Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ----------eeeee____ TERGUGAT-

—NJUUAL,

| QTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, berkedudukan di
¢ ¢ Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower | Lantai 28 Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan. Dalam hal ini
diwakili oleh Direktur utamanya Zhu Mingdong, Warga
Negara republik Rakyat Tiongkok (Pemberian Kartu Izin
Tinggal Tetap Elektronik/e-KITAP No.2D11JE 0038-S) yang
diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan HAM R, (Direktorat

Jenderal Imigrasi) beralamat di Apartemen Pasifik Place

Residens, Tower 2-23 A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas PT.Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Nomor

159, tanggal 21 Januari 2015;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : ----—--—---—

1. Samuel Silaban, SH;

2. Apriliasti Kusuma Devi, SH;

3. Fransiska Ade Kurnia Widodo, SH., LL.M;

4. Burhanudin Mouna, SH., MH;

ara Indonesia, pekerjaan

EKAN,

Kesemuanya berkewarganeg

|
P
:

Advokad pada Kantor Hukum SILABAN DAN R
tai 3. Jalan Warung Jati

beralamat di Graha Diandra, Lan

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 3 dari 8

k

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Bara
t No. 2 Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 9 Oktober 2018;

1donesia

—————————

Selanjutnya disebut sebagaij =-=- TERGUGAT || INTERVENS]

p gilan Tata Usaha Negara Kendari, setelah membaca:;

B o o e Tom g e o
qurat gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan

didaﬂarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

pada tanggal 6 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor:
24/G/2018/PTUN.Kdi.;

penetapa“ Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:

24/|:)EN-DIS/2018/PTUN.Kdi Tanggal 7 Agustus 2018 tentang lolos

penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:

24/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi., tanggal 7 Agustus 2018 tentang

penunjukan Majelis Hakim;
4, Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
o4PEN-PPJS/2018/PTUN Kdi, tanggal 7 Agustus 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; ----------—--—---

. Penetapan  Hakim  Ketua Majelis Perkara Nomor.  24/PEN-

o

PP/2018/PTUN.Kdi., tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan hari

dan tanggal pemeriksaan persiapan;

b Penetapan  Hakim Ketua Majelis Perkara  Nomor. 2AFEh:

HS12018/PTUN Kdi, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan harl

Sidang; ===

. mor
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 November 2018, No

. 1 itera
! 2IG12018/PTUN.KDI, tentang Penunjukan Pergantian Pani

Pengganti; '_;;;;;;:;;;:;:;::-;;;'--—;---“’"'"""_"—_-__"_-_—-_“---"_-_"-

i 4 dari 8
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[ AP Indonesia
i ermohonan Pencabutan G
pg P n Gugatan Penggugat mélalul Kuasg Hukumnya

tettanggal 8 November 2018 pada porgidangay tanggal 8 Noyerhey
2018,

L2 yag

o, Berita Acara Pemeriksaan Porsiapan dan Poroldangan.......

0. Setelah mendengar  keterangan Para pihak -

1 hersengkets

dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6

pgustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi,, dan

yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputuzan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe atas nama

gupati Konawe Nomor: 11 tahun 2018 Tentang Pemberian lzin Lokasi

Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT Virtue Dragon Nickel

Industrial Park;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2018
Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan

perkara No.24/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 8 November 2018 yang
dtandatangani oleh H. DJOKSAN ALI DAHLAN, SH., AHMAD MUHTAR, SH,

dan SUHONO, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sudah dalam tahap

Duplik Tergugat dan Jawaban Tergugat Il Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 8 November 2018

ir. SH., M.Si
Kuasa Hukum Tergugat atas nama DR. Muhammad Amir.,
diajukan
Menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diaj

Tergugat I
oleh Penggugat begitu pula halnya dengan Kuasa Hukum Terg
: idangan tanggal 8
Intervensi atas nama Apriliasti Kusuma Devi, SH pada persidang

i ri 8
penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kd| Halaman 5 da
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onesia

November 2018 menyatakan tidak keberatan dengan permohonan

pencabutan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

pahwa:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban; : : .

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawgban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan

hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Kuasa

Hukum Penggugat telah disetujui oleh Tergugat dan Tergugat Il Intervensi

hun
sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5Ta

i maka
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas,

i intahkan
permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerint L?

aha Negara Kendari untuk mencoret

kepada Panitera Pengadilan Tata Us
dari Buku Register Perkara;

/G/2018/PTUN.Kdi.

perkara Nomor: 24
karena permohonan pencabutan

gugatan
Menimbang, pahwa oleh

i timbul dalam
diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang
yang diajukan oleh Penggugat GERITER T T

ada Penggugat; -

ini dibebankan kep
- g Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Mengingat, pasal 76 Undang-undan

ra ;::r,—-:::::--::::-::r-:—,-.tr--

peradilan Tata Usaha Nega

MENETAPKAN

gugatan dalam perkara Nomor:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan

24/GIZO18/PTUN.Kdi.;—-----— . -
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata sah k
2. Meme | e
UN.Kdi. dar
tuk mencoret perkara gugatan Nomor: 24/G/2018/PT
untu

e mm——————

register perkara;-

. 4 G 2018 F [UN-Kd|“a a"la“ Gda" 8
an [o]
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onesia

Pada Penggygat

(V] o] 1) H——

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu, Tanggal 21 November 2018 oleh kami, NUR AKTI, S.H
sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H, dan NIDAUL KHAIRAT, ,S.l'ﬂ.',’
S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Tanggal 22 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan

dibantu oleh KRISNAWATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti  pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat |l

Intervensi;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

LUTFI, SHH

NIDAUL KHAIRAT, S.HI.,S.H., M.Kn
PANITERA PENGGANTI

/\_

KRISNAWATI, S.H
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lonesia

Pengeluaran:
1. Biaya Gugatan ...
2. Biaya Proses ATK oo
3. Panggilan 29;22.000,00
4. Meterai > 2000
5. Redaksi ‘a0
> Rp  5.000,00

Rp_3.000,00 +
Jumlah Rp555.500,00
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